
Menhri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEruTUSAN MXNTERI PERENCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 1 3 5 / M.PYt:t / HW 7 7 / 20 1 I

TENTANG

PELIMPAHAN WEWXNANG PENANDATANGANAN PERJANJIAN HIBAH LANGSUNG

DI KEMXNTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MXNTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAI/. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan kelancaran
penyelesaian adminiskasi pelaksanaan kegiatan hibah langsung di
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional perlu melimpahkan
kewenangan penandatanganan perjanjian hrbah dari Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Penrbangur.ran Nasional kepada Pejabat Tinggi Madya di
Kementerian Perencanazn Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. bahwaberdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 99 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelola Hlbah
nrengatur bahwa perjanjian hibah langsung ditandatangani oleh
nrenteri/pimpinan lembaga/ pejabat yang diberi kuasa;

c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Petattlran Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencallaan

Penrbangunan Nasional Nomor 6 Tahwn 2076 tentanS Perl8elolaan
Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di Kementerian Perencanaan
Pembangttnan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional menSatur bahwa pengusulan kegiatan Pinjaman Luar
Negeri dan Hibah Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan
dengan kebijakan satu pintu (one gate lnlicy);



MenSinSat

Menetapkan

PERTAMA

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sr-bagaifiana dimaksud pada

huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Pelimpahan

WewenanS Penandatanganan Perjanjian Hibah langsung di
Kementerian Perencanan Pembangunan Nasional/Badan

P er e nc anaan P emb angun an Nasional I

1 . Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2OO3 tentangKevanBan NeSara
(lrembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomot 4286);

2. lJndang-lJndang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Petbendaharaan

Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor

S.,Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. PeraJ]fian Pemerintah Nomor 10 Tahun 2017 tentan& Tata Cara

Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;

4. Peratrl;ran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangttnan Nasional Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pengel olaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di
Kementerian Petencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Menteri KeuanSan Nomor 99/PMK.O5/2O77 tentang
Administrasi Pengelolaan Hibah;

6. Per ahtran MetT teri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2076
tentanS Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Petencanaan

Pembangrtnan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional sebagaimana telah diubah denSan Perafifian Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Petencanaan

Pembangunarrr Nasional Nomor 6 Tahun 20171

MEMUTUSI(AN:

KEruTUSAN MENIERI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TINTANG PXLIMPAHAN WEWENANG

PENANDATANGANAN PERJANIAN HIBAH LANGSUNG DI

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Pelinrpahan wewenanS penandatangan petianjian hibah langsung di
Kementerian Petencanaan Pemban3unan Nasional / Badan Petencanaan

Penrbangunan Nasional dapat dllimpahkan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Petencanaan

Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan

Nasional;

2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan; dan

Pembangunan
Pembangunan



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

3. Pejabat Tinggi Madya yang berkedudukan sebagai Ketua Majelis
Amanat Dana Perwalian di Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasiona[.

Pelimpahan wewenanS *bagaimana dintalaud pada DIKIUM
PERTAMA tidak mengurangi kewenangan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional untuk menand atan4ani perjanjian hibah langsung di
Kenrenterian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan P erencanaan

Pembangunan Nasional.

Dalam rungka pe.laksanaan wewenanS xbagaimana dimaksud pada

DIKIUM PERTAMA, Sekretaris Kementerian Petencana n
Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan

Pembangrtnan Nasional atau Deputt Bidang Pendanaan Pembangunan
melaporkan pelaksanaan kerjanya kepada Mented Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Percncanaan Pembangunan

Nasional.

Perjanjian Hibah di Kementerian Perencan aan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah ditandatangani
sebelum ditetapkannya keputusan ini tetap berlaku sepanjanS telah
mendapat persetujuan dari Menteri.

Keputusan ini berlaku x.jak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal30 November 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGI.JNAN NASIONAL,/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

nd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukunt,

RR. Rita Erawati
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